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PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

o

NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH *

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan motivasi
pemungutan Pajak Daerah, maka perlu memberikan biaya
pemungutan kepada Instansi Pemungut guna menunjang
kelancaran pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah — daerah Tingkat | Bak, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1195,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
1649);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran i~ jara Republik Indonesia Nomor 3209), '
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor
9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3566 ) sebagaimana telah diubah
dengan Undang — Undang Nomor 16 Tahu

n 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpagjakan ( Lembaran negara Republik Indonesia
tahun 2000 Nomor 126, Tambahan [sembaran negara
Republik Indonesia Nomor 3984)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4046);






X

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138 );

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (
Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578 ),

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain — lain;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun
2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Seri D Nomor QO1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

Menétapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

P Ly =

o

Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

Instansi Pemungut adalah Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak
Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote
Ndao. -

Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Rote Ndao.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah luran wajib yang dilakukan
oleh Pribadi atau Badan kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang — undangan
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan pembangunan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek
dan subyek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Waijib Pajak /
Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana
pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

¥ BAB i
PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 2

Biaya pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada Instansi Pemim‘gut dan instansi lain.



Pasal 3 ¢ .

(1) Penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dari instansi pemungut disetor bruto ke
Kas Daérah. .

(2) Besarnya biaya pemungutan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) yang
diperhitungkan dari realisasi penerimaan Pajak Daerah.

(2) Biaya pemungutlan sebesar 5% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan
pada setiap akhir tahun.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar’ setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangén Peraturan

Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao

Ditetapkan di Baa
pEda tan Mei 2006
BUA

CHRISTIAN NEHEMIA DIL 9
Diundangkan di Baa

pada tanggal ,6 Mei 2006 /
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